
 

 

BUPATI ROKAN HULU 

     PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI ROKAN HULU, 
 

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah 

menetapkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil 

Negara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 

2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

 b. bahwa basic TPP ASN selalu mengalami perubahan setiap 

tahunnya oleh karena berubahnya berbagai parameter, 

sehingga indikator basic TPP ASN dalam lampiran 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2023 

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu, perlu dihapus serta didelegasikan dalam 

Keputusan Bupati; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu; 

 
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

 

 SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan dilingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 

Nomor 13); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU. 



Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut: 
 

 
 
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia  

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hulu. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang_undangan; 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan; 
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan 

pemerintahan; 
8. Pegawai dipekerjakan adalah pegawai yang dibayarkan gajinya pada 

instansi induk, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan 

instansi penerima. 

9. Basic TPP jumlah tambahan penghasilan pegawai yang diperoleh dari 

parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks 

Kemahalan Konstruksi Dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan berdasarkan beban 

kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan 

objektif lainnya.  

11. Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh seorang ASN dalam jangka waktu tertentu. 

12. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi/ keadaan lingkungan kerja yang 

menjadi tempat bekerja dari pegawai yang bekerja di dalam lingkungan 

tersebut. 

13. Kelangkaan profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN 

yang memiliki keterampilan khusus/ keahlian tertentu dan langka. 

14. Hari adalah hari kerja. 

 



15. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok 

dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan public 

maupun pelayanan aparatur. 

16. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang 

diketaui atasan. 

17. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai 

dengan jadwal kerja yang ditentukan. 

18. Pejabat  penanggung jawab adalah kepala satuan organisasi perangkat 

daerah selaku pengguna anggaran. 

19. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari 

tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak 

tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja. 

20. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan 

ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang 

ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

21. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas 

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan 

pembangunan. 

22. Jabatan fungsional tertentu selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok 

jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 

dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 

mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

23. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada 

Instansi Pemerintah. 

24. Disiplin Kerja ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban 

dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

 

2.   Ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c angka 1 sampai dengan angka 6 
dihapus,  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 5 

 

(1)  Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN dilingkungan 
Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP. 

(2)  TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 
pertimbangan: 

a. TPP berdasarkan beban kerja; 
b. TPP berdasarkan prestasi kerja; 
c. TPP berdasarkan tempat bertugas; 

d. TPP berdasarkan kondisi kerja; 
e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;dan/atau 

f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. 
(3)  TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai 

ASN    yang menduduki: 
a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II); 
b. Jabatan Administrasi; 

1. Jabatan Adimistrator (Eselon III); 
2. Jabatan Pengawas ( Eselon IV); 

3. Jabatan Pelaksana (Staf); 
4. CPNS. 

c. Jabatan Fungsional. 



(4)  TPP tidak diberikan kepada :  

a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;  
b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 

c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga 
Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten; 

d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam 
bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun; 

e. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat 
penegak hukum; 

f. ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak 

hukum; 
g. ASN yang berstatus terpidana; 

h. ASN yang mengambil cuti besar kecuali dalam rangka kegiatan 
keagamaan; dan/atau 

i. ASN yang menjalani pembebasan sementara. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2)  diubah,  sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 8 
 

(1)   Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter: 

a. Kelas Jabatan; 

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan  

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2)  Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan   

Keputusan Bupati. 

4.     Ketentuan dalam Pasal 9 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 

(1)    Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas 
kerja dan  disiplin kerja serta kemampuan keuangan darah. 

(2)    Pembayaran TPP ASN sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan 
berdasarkan pada : 

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang   
diterima Pegawai ASN; 

b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP yang 
diterima Pegawai ASN; 

(3)   Penilaian produktivitas kerja sebagaimana pada ayat (2) huruf a 

dilakukan berdasarkan : 

a.   pelaksanaan tugas; dan/atau 

b.   Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas 

pegawai yang dipimpinnya. 

(4)    Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk 

kerja dan pada saat pulang kerja. 

(5)    Verifikasi daftar hadir dilakukan oleh unit yang mengurus 

kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 

(lima) hari kerja setiap awal bulannya. 

(6)    Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan 

rekapitulasi daftar hadir, maka Kepala Perangkat Daerah membuat 

perhitungan besaran TPP sebagai dasar dalam pengajuan Surat 

Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten. 
 



5. Ketentuan lampiran dihapus. 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. 
Ditetapkan di Pasir Pengaraian 
pada tanggal  6 Maret 2024 

 
BUPATI ROKAN HULU, 

 
 ttd 

 
S U K I M A N 

Diundangkan di Pasir Pengaraian  

pada tanggal  6  Maret 2024                 Salinan sesuai aslinya, 

    SEKRETARIS DAERAH     

KABUPATEN ROKAN HULU,  
 

         ttd 
 
MUHAMMAD ZAKI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

a hasil                                   


